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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi 
serta akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lubuk Rengas, 
Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menerapkan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengumpulan data primer 
dilakukan secara langsung melalui metode penyebaran kuesioner. Populasi 
melibatkan masyarakat dan aparatur desa. Total sampel yang digunakan sebanyak 
seratus responden, dipilih secara cermat menggunakan teknik purposive sampling. 
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda 
melalui program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian statistik, diketahui bahwa nilai 
Adjusted R-Square adalah sebesar empat belas koma delapan persen. Hasil uji 
secara parsial membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif 
dan sangat signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, 
akuntabilitas juga terbukti memberikan pengaruh parsial yang positif dan signifikan 
terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Pengujian simultan menegaskan bahwa 
transparansi beserta akuntabilitas secara bersama-sama memengaruhi pengelolaan 
dana tersebut. Kesimpulan dari riset empiris ini menyatakan secara tegas bahwa 
peningkatan keterbukaan informasi publik yang diiringi oleh ketertiban laporan 
pertanggungjawaban aparatur pemerintahan sangat menentukan keberhasilan tata 
kelola dana desa. Sinergi kedua prinsip ini mutlak diperlukan guna merealisasikan 
program pembangunan berkelanjutan, mencegah penyimpangan, dan mewujudkan 
kesejahteraan. 
 
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
Pemerintahan Desa, Tata Kelola Keuangan Publik. 
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ABSTRACT 

This study aims to examine and analyze the effect of transparency and 
accountability on village fund allocation management in Lubuk Rengas Village, 
Rantau Bayur District, Banyuasin Regency. This research applies a quantitative 
approach using an associative research design. Primary data collection was 
conducted directly through the questionnaire distribution method. The population 
involves the community and village apparatus. The total sample used was one 
hundred respondents, carefully selected using purposive sampling. The collected 
data was subsequently analyzed using multiple linear regression via the SPSS 
program. Based on statistical testing results, it is known that the Adjusted R-Square 
value is fourteen point eight percent. Partial test results prove that transparency has 
a positive and highly significant influence on the effectiveness of village fund 
allocation management. In addition, accountability is also proven to provide a 
positive and significant partial influence on village fund allocation management. 
Simultaneous testing confirms that transparency alongside accountability 
collectively affect the management of these funds. The conclusion firmly states that 
increasing public information openness accompanied by orderly accountability 
reports from government apparatus greatly determines the success of village fund 
governance. Synergy is necessary to prevent harmful deviations. 
 
Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation Management, 
Village Government, Public Financial Governance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


